S BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILINAN UMUM

KABUPATEN CIREBON

Jalan Fatahilah
Kel. Perbutulan - Kec. Sumber. 45613
Email: set.cirebonkab@bawaslu.go.id

RISALAH SIDANG PEMERIKSAAN
Nomor: 002/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/13.16/11/2024

Agenda Sidang Pemeriksaan
Waktu

A. Majelis Pemeriksa

: Putusan
- Jumat, 1 Maret 2024

1. Sadaruddin Parapat, S.Pd

2. Amir Fawwaz, S. Fil
dibantu oleh :

1. Sekretaris Pemeriksa
2. Asisten Pemeriksa

3. Perisalah

B. Para Pihak
1. Pelapor/Penemu

: Ayip Saduloh, S.A.B
: Robby Tri Rama Diansyah, SH
: Dessy Ismi Rahmawati, SH

: Drs. H. Imron (dikuasakan oleh Sdri. Dr. Sophi
Zulfia, SH., MH berdasarkan surat kuasa tanggal
29 Februari 2024)

2. Terlapor : Rofi’l (Ketua PPK Sumber) dan Supriyadi (Ketua
PPK Weru)
3. Saksi Pelapor D -
4. Saksi Terlapor -
5. Anhli -
6. Lembaga Terkait -
7. Pihak Terkait -
8. Investigator -
SIDANG PEMERIKSAAN
Pukul : 20:00 s/d 20:16
No Pihak disertai Nama Keterangan/Dialog yang disampaikan dalam

siding pemeriksaan

1 Sekretaris Pemeriksa (Ayip
Saduloh, S.AB)

Sidang Pemeriksaan Nomor:
002/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/13.16/11/2024
akan segera dilaksanakan.

Pimpinan sidang segera memasuki ruang
sidang, hadirin dipersilahkan berdiri.

(Majelis memasuki ruangan persidangan)
Hadirin dipersilahkan duduk kembali.

2 | Majelis Pemeriksa
(Sadaruddin Parapat, S.Pd)

Sidang Pemeriksaan Nomor:
002/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/13.16/11/2024

dilaksanakan pada pukul 20.00 WIB Sidang
Pemeriksaan Laporan dugaan Pelanggaran




Administratif Pemilu Nomor
002/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/13.16/11/2024
dinyatakan terbuka untuk umum.

PUTUSAN NOMOR -

002/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/13.16/11/12024

1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah
dan meyakinkan melakukan Pelanggaran
Administratif Pemilu;

2. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten
Cirebon dan PPK Sumber dan PPK Weru
untuk melakukan perbaikan administrasi
terhadap tata cara, prosedur, atau
mekanisme pada tahapan pemilu sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

3. Memberikan teguran kepada Terlapor
untuk tidak mengulangi atau melakukan
perbuatan yang melanggar ketentuan
perundang-undangan,




